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ahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peratu
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Per
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah ﬂubah beber
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kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden \Iomo
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta
maka perlu segera ditindaklanjuti pelaksanaan pera&.}ra
dimaksud;
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bahwa untuk mewujudkan dan meclaksanakan F‘engadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah di Kabu i

terkait denoan pen0°"= aan bara_ng,/ jasa,
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nit Layanan rengaaaan Barang / asa;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) scbagai
Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemb

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
T 1 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286j);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) setelah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rerublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233});

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1350,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 11};

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16

‘Tahun- 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2010 Nomor 16j;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11

tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12j;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1

§J1

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
vang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah
bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan.

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut ULP
adalah Unit Organisasi Non Struktural yang bertugas untuk
menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara secara terintegrasi dan
terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

. Kepala adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Sekretaris adalah Sekretaris Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja adalah
tim yang terdiri dari atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat
keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyediaan
barang/jasa pemerintah.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan
barang/jasa.

E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa secara
elektronik atau yang dilaksanakan dengan menggunakan
teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK adalah
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa.
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Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA
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pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKP

dalah pejabat
D

. Kuasa Pengguna Anggaran sel njutnya disebut KPA adalah
£3
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pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan

. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna

- i 17 o
Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran untuk
m-ttzr't’i{fﬁgg'lrakcu: )‘JT'*}(i\'.lafi ?f;)'_;_rcl_?", jasa pﬁ'merﬂliﬁ_}"i ang

Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat
keahlian Pengadaan Barang/ Jasa yang melaksanakan
pengadaan Barang/Jasa.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalan
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
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Tujuan ini adalah untuk membantu Bupati dalam
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melaksanakan KED1j< kar

< K 1 n pc
menjadi lebih terpadu, efisiensi, efektn, transparan,
persaingan sehat dan akuntabel.

@

ULP Barang/Jasa berkedudukan di Sekretariat Daerah pada
Bagian Administrasi Perlengkapan dan di Jabat oleh Kepala

Bagian Administrasi
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bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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imber dari Anggaran Pendapatan dan Belanj
Pasa
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pengadaan barang/jasa yang
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dan/atau

sesuai

nya terdiri dari :

ditetapkan
g

butuhan, yang sekurang-kuran

GANISASI
12

lompok Kerja Pengadaan;

STRUKTUR O

Kelompok Kerja Jasa Konsultansi; dan

Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi;

Kelompok Kerja Jasa Lainnya.

K
ipimpin oleh seorang Ketua.

Kelompok Kerja (POKJA) terdiri dari :
1

>
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2
dapat merangkap anggota.
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Bagan struktur organisasi ULP sebagaimana tercantum
dalam uamprﬂ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari P
Lidi:
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BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

ck Jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan
n, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan

keahlian
yang berlaku
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8
(1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja
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dengan SKPD Kabupaten.

ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja
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Pasal 9
ubungan Kerja ULP dengan SKPD, meliputi

menyampaikan laporan periodik tentang perkembangan
pelaksanaan pengadaan;

mengadakan konsultasi secara periodik atau sesuai
dengan kebutuhan dlaam raﬂg a penvel esaian persoalan

3 : 3 1
hadapi dalam proses pen G.E‘r_ci._’(‘i>

'

memberikan pedoman dan petunjuk kepada SKPD dalam
penyusunan perencanaan pengadaan barang/iasa; dan

melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian
daan 1 yang diberikan Bupati.

menyampaikan laporan semester hasil pelaksanaan
pengadaan;

mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam
rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam
proses pengada

ok

melaksanak <an pedo*nan uan petunjuk LKPP dalam hal

memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan
strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.






LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

KEPALA

SEKRETARIS

POKJA PENGADAAN BARANG

POKJA PENGADAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI

POKJA PENGADAAN
JASA KONSULTANSI

POKJA PENGADAAN
JASA LAINNYA
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